ANALISI FIKIH JINAYAH TERHADAP KEJAHATAN
KEMANUSIAAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 26
TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAM

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program—Saxjs;gn%-S;gag ST AKAAN \
Tinu Syatiah

r o I\
BTl S ATVAY
| 1AIN SUNAN AMPEL SURABAYA

i 1

o JIAS o REG_ ;4,201%/{4/6/7

i‘:‘S- 2642 | ASAL BUKU

s ¥ A NG
Oleh - 47)---‘ﬂ

-

[P N

Mahmudi
NIM : C03208021

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah

Jurusan Siyasah Jinayah

SURABAYA
2012



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang dutulis oleh Mahmudi ini telah diperiksa dan disetujui untuk

dimunaqosahkan.

Surabaya, 4 Juli 2012

Pembimbing

Dr. Imam Amrusi Jailani, M.Ag.
NIP: 197001031997031001

i



PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mahmudi ini telah dipertahankan di depan sidang
Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari
Jumat, tanggal 27 Juli 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan

untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi :

Ketua, Sekretaris,

_—

Dr. Imam Amrusi Jailani, M.Ag Z- Moch. Zainul Arifin, M.Pd.1.
NIP: 197001031997031001 NIP: 197104172007101004

Penguji I, Penguji II, Pembimbing.

T

Drs.H.Abd.Rouf M.Pd.1I. Dr.ImamAmrusiJailaniM.Ag
NIP: 195301061982031003 NIP: 197001031997031001

Surabaya, 03 September 2012

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

iii



PERNYATAAN KEASLIAN

Y ang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Mahmudi

NIM : €03208021

Fakultas/Jurusan : Syariah / Siyasah Jinayah

Judul Skripsi : Analisis Fikih Jinayah Terhadap Kejahatan Kemanusiaan Dalam

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil
penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 7 Juli 2012

Saya yang menyatakan,

C03208021



ABSTRAKSI

Skripsi ini merupakan hasil penelitian dengan judul: “Analisis Fikih
Jinayah Terhadap Kejahatan Kemanusiaan Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun
2000Tentang Pengadilan HAM.” Penelitian ini bertujuan untuk memberikan
jawaban atas rumusan masalah, yaitu: Bagaimana konsep kejahatan kemanusiaan
berupa penganiayaan dan penyiksaan, dan sanksi pidananya menurut undang-undang
nomor 26 tahun 2000? Bagaimana tinjauan fikih jinayah terhadap sanksi kejahatan
kemanusiaan berupa penganiayaan dan penyiksaan?

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research),
yaitu peneliti mengkaji dan menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku,
artikel, koran, dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan penyusunan
skripsi atau penelitian ini. Untuk memperoleh data yang penulis butuhkan dalam
penelitian ini, penulis menggunakan data primer yaitu data utama yang bersumber
undang-undang HAM khususnya undang-undang no 26 tahun 2000, dan data
sekunder sebagai data pendukung. Untuk menganalisa data, penulis menggunakan
metode deskriptif, yaitu peneliti mendeskipsikan data-data yang diperoleh mengenai
kejahatan kemanusiaan. Di samping itu, peneliti juga menggunakan metode induktif
dalam menganalisa data, yaitu dengan memaparkan data-data yang besifat khusus
mengenai kejahatan kemanusiaan, kemudian dianalisa melalui analisa yang bersifat
umum yang berkaitan dengan figih jinayah dan undang-undang HAM agar
memperoleh penjelasan yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini.

Adapun hasil dari penelitian ini, adalah: Kejahatan kemanusiaan
merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang ditetapkan dalam
pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Ada
sepuluh  bentuk pelanggaran HAM yang diketegorikan sebagai kejahatan
kemanusiaan, yaitu: 1) Pembunuhan, 2) Pemusnahan, 3) Perbudakan, 4) Pengusiran,
5) Perampasan kemerdekaan, 6) Penyiksaan, 7) Perkosaan, perbudakan seksual,
pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, dan pemandulan, 8) Penganiayaan
terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham
politik, ras, kebangsaan, etnis, agama, budaya, dan Jenis kelamin, 9) Penghilangan
orang secara paksa, 10) Kejahatan apartheid. Dalam hukum pidana Islam terdapat
tiga bentuk sanksi pidana, yaitu hudud, gishas, dan ta’zir. Apabila bentuk kejahatan
kemanusiaan yang dilakukan oleh seseorang berupa pembunuhan maka sanksi
pidana yang diberikan kepada pelaku yaitu hukum gishas atau hukum yang serupa
dengan perbuatannya yang dilakukan oleh wulil amri (pemerintah). Sedangkan
kejahatan kemanusiaan selain pembunuhan, sanksi pidananya berupa had seperti
rajam pada pelaku zina muhshon, potong tangan pada pelaku pencurian sesuai
dengan ketentuan nash. Adapun sanksi pidana ta’zir diberikan kepada pelaku yang
melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukumannya tidak
ditentukan dalam nash seperti penggelapan barang, korupsi, penyuapan, dan lain
sebagainya.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan hidup dan kehidupan di muka bumi, manusia
diciptakan agar saling mengisi dan memakmurkan hidup dan kehidupan
sesuai dengan aturan dan hukum-hukum yang berlaku. Oleh karena itu,
hendaknya manusia memberikan hak antar sesama, baik hak menolong dan
memberi pertolongan, hak saling menghargai, dan lain sebagianya agar
terjalin hubungan yang harmonis.

Islam  sebagai agama rahmatal lii  ‘alamin, sudah
memproklamirkan dan mengajarkan umat manusia agar memberikan hak-hak
yang dimiliki oleh orang lain, karena setiap manusia mempunyai hak, baik
hak kepada penciptanya maupun hak antar sesama manusia. Hal tersebut
dapat dipahami melalui firman Allah SWT dalam surat An-Nisa’ ayat 58,

sebagaimana berikut:

P& o el i 2l 13 Ll 1) cnlia) 1730 ol 28050l )
oy Bias il () ey a8amy Coni il () ¢ J2ally

Atinya: “Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada

yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum

di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya



Allah  memberikan  pengajaran  yang  sebaik-baiknya  kepadamu.
Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Hak manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat
dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan
dilindungi oleh ne Gara hukum pemerintah, dan setiap orang.’

Dalam undang-undang HAM no. 26 tahun 2000, di antara hak
manusia ialah: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, pikiran dan hati
nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai
pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas
dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat
dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Dewasa ini, dengan berkembangnya dinamika hukum dan
perpolitikan, khususnya di Indonesia, sering terjadi pelanggaran HAM
khususnya terkait kejahatan kemanusiaan. Akhir-akhir ini, terdapat pendemo
kenaikan harga bahan bakar minyak yang dipukuli oleh aparat kepolisian
dengan tanpa sebab.*

Disamping itu, di kancah internasional seluruh bangsa khususnya

bangsa Indonesia sebagai mayoritas bangsa beragama Islam dikejutkan oleh

' Departemen Agama RI, 4/-Quran dan Tejemahnya, (Kudus: Mubarokatan Toyyibah), hal. 87

? EM. Giri. P, Yoga Anggoro, Undang-Undang HAM, (Ciganjur: Jagakarsa, 2007), hal.3.

? Ibid, hal.2.

* Satwika Movewanti, “Kisah Empat Pendemo Babak Belur,” dalam
http://www.tempo.co/read/news (27 Maret 2012)


http://www.tempo.co/read/news%20%20(27

prilaku beberapa mariner Amerika Serikat yang secara sengaja mengencingi
tiga jenazah milisi Taliban, dan mendapat kecaman dari berbagai pihak.’
Melalui latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk
mengadakan penelitian lebih lanjut dengan judul “Analisisi Fikih Jinayah
Terhadap Kejahatan Kemanusiaan Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun
2000 Tentang Pengadilan HAM”
B. Identifikasi dan Batasan Masalah
Dari latar belakang yang peniliti paparkan tersebut di atas,
terdapat beberapa problema yang dapat penulis identifikasi dalam penelitian
ini, yaitu sebagaimana berikut:
1. Bentuk kejahatan kemanusiaan
2. Macam-macam kejahatan kemanusiaan
3. Tindak pidana kejahatan kemanusiaan
4. Perlindungan hukum terhadap HAM
5. Bentuk pelanggaran HAM
6. Proses penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM
7. Mekanisme pemberian sanksi terhadap tindak kejahatan kemanusiaan
Apabila ditinjau dari judul penelitian atau pembahasan dalam
penelitian ini, tentunya pembahasan mengenai Hak Asasi Manusia sangat luas.
Adapun penelitian ini hanya akan membahas tentang kejahatan kemanusiaan

dan tindak pidananya dalam UU HAM No. 26 Tahun 2000.

5 Samuel Febrianto, “Tentara AS Kencingi Jenazah Milisi Taliban” dalam
http://www.tribunnews.com/2012/01/13/tentara-as-kencingi-jenazah-milisi-taliban



C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan identifikasi masalah tersebut di atas, maka
permasalahan yang akan penulis kaji dalam penelitian ini, ialah sebagaimana
berikut:
1. Bagaimana konsep kejahatan kemanusiaan berupa penganiayaan dan

penyiksaan, dan sanksi pindananya menurut UU NO. 26 Tahun 2000?
2. Bagaimana tinjauan fikih jinayah Terhadap Sanksi Kejahatan
Kemanusiaan berupa penganiayaan dan penyiksaan?
D. Kajian Pustaka

Pembahasan atau penelitian mengenai kejahatan kemanusiaan dan
hak asasi manusiatentu nya sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti
sebelumnya. Dari hasil kajian pustaka yang peneliti lakukan, terdapat dua
peneliti yang mengkaji tentang kejahatan kemanusiaan, sebagaimana berikut:

Penelitian yang berjudul: “Kejahatan Terhadap Kemanusiaan
Pada Tawanan Perang Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia dan Konvensi
Jenawa 1949.° Skripsi ini mengkaji tentang perlindungan serta kejahatan
terhadapa kemanusiaan yang terjadi pada tawanan perang dalam persepektif
Hak Asasi Manusia dan Konvensi Jenawa 1994. Berdasarkan Konvensi
Jenawa 1994, semua tawanan perang haruslah dipelakukan dengan sebaik-
baiknya, mengadili tawanan perang dengan proses hukum yang seadil-
adilnya, sampai kepada proses hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam

penyiksaan tersebut. Bukan hanya kepada para prajurit pelaksana di lapangan,

 Imam Munawir Siregar, 2008, “Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Pada Tawanan Perang
Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia dan Konvensi Jenawa 1949”, Skipsi, Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara Medan



namun juga kepada para pengambil kebijakann yang mendukung adanya aksi
penyiksaan tersebut.

Penelitian yang berjudul: “Mekanisme Penegakan Hukum (Law
Enforcement) Terhadap Kejahatan-Kejahatan Internasional Persepektif
Hukum Humaniter.” Skripsi ini membahas tentang kategorisasi kejahatan
internasional, prinsip-prinsip hukum internasional terhadap kejahatan
internasional, dan mekanisme penegakan hukum humaniter internasional.
Hasil dari penelitian ini, ialah: 1) Yang dikategorisasikan sebagai kejahatan
internasional ialah genoside (genosida), crime againts humanity (Kejahatan
terhadap kemanusiaan), war crimes (kejahatan perang), dan aggression
(kejahatan agresi).

Letak persamaan antara ke dua penelitian tersebut di atas dengan
penelitian yang peniliti lakukan, yaitu sama-sama membahas atau mengkaji
tentang kejahatan kemanusiaan dan hak asasi manusia (HAM). Adapun
perbedaannya, yaitu dari objek dan kajiannya, penelitian pertama lebih
spesifik pada tawanan perang dalam perspective hak asasi manusia dan
konvensi jenawa 1949, dan penelitian ke dua lebih spesifik pada kejahatan
internasional dalam perspective hukum humaniter. Sedangkan penelitian yang
peneliti lakukan, kajiannya lebih fokus pada kejahatan-kejahatan
kemanusiaan dan hak asasi manusia yang terdapat pada pasal 7 undang-

undang No. 26 tahun 2000 tentang HAM dan tinjauan fikih jinayahnya.

7 Mochamad Rangga Rambe, 2008, “Mekanisme Penegakan Hukum (Law Enforcement)
Terhadap Kejahatan-Kejahatan Internasional Dalam Persepektif Hukum Humaniter,” Skripsi,
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan



E. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini, berdasarkan rumusan masalah
tesebut di atas ialah sebagaimana berikut:
1. Untuk memahami konsep kejahatan kemanusiaan dan sanksi pidananya
menurut UU No. 26 Tahun 2000
2. Untuk menganalisa menganalisa hal tersebut dari sudut pandang tinjauan
fikih jinayah tehadap sanksi kejahatan kemanusiaan
F. Kegunaan Hasil Penelitian
Kegunaan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat
yang berguna dalam dua aspek, yaitu:
1. Teoritis
a. Menambah infomasi dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang
hukum, khususnya hukum pidana Islam, dan kejahatan kemanusiaan.
b. Dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman dan bahan pertimbangan
untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan undang-undang
HAM khususnya mengenai kejahatan kemanusiaan.
c. Menambah perbendaharaan ilmiah untuk pengembangan hukum Islam
di bidang Jinayah khususnya mengenai kejahatan kemanusiaan
2. Praktis
a. Memberikan kontribusi pemikirian kepada pihak penegak kejahatan
kemanusian, kaitannya dengan fikih jinayah dan undang-undang

HAM



b. Dapat dijadikan pertimbangan bagi masyarakat dalam melakukan
kejahatan kemanusian
G. Definisi Oprasional
Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan interpretasi dalam
memahami penelitian yang berjudul: “Analisis Fikih Jinayah Terhadap

Kejahatan Kemanusiaan Dalam UU No. 26 Tahun 2000 Tentang HAM”,

maka peneliti akan memaparkan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian

ini, sebagaimana berikut:

1. Kejahatan Kemanusiaan: lalah perbutan yang dilakukan sebagai bagian
dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa
serangan tersebut secara langsung terhadap penduduk sipil.®

2. UU No. 26 Tahun 2000: Ialah undang-undang yang secara spesifik
memuat tentang pengadilan hak asasi manusia

3. Hak Asasi Manusia (HAM): Pemberian kuasa untuk melakukan atau tidak
suatu perbuatan atau pemberian kuasa untuk memerintahkan pihak lain
untuk melakukan atau tidak suatu perbuatan.’

4. Fikh Jinayah: adalah ilmu tentang hukum syara’ yang berkaitan dengan
masalah perbuatan yang dilarang dan hukumnya, yang di ambil dari dalil-
dali yang terperinci.

H. Metode Penelitian
Penelitian yang peneliti lakukan ini merupakan penelitian

kepustakaan (/ibrary research), yaitu peneliti mengkaji dan menelaah bahan-

8 Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, dalam
http://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan kemanusiaan
? Pranoto Iskandar, Hukum HAM Internasional, (Cianjur: IMR Press, 2010), hal. 22.



bahan pustaka, baik berupa buku, artikel, koran, dan lain sebagainya yang ada

hubungannya dengan penyusunan skripsi ini.

Sedangkan sifat penelitian ini, ialah deskriptif-analisis. Yaitu,

peneliti mendeskripsikan data-data yang peneliti peroleh dari berbagai

sumber, kemudian peneliti memberikan analisa dan interpretasi secara

mendalam dan kritis.

1. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang penulis kaji

dalam penelitian ini, maka data-data yang peniliti kumpulkan ialah

sebagaimana berikut:

a.

b.

g.

Undang-Undang pengadilan HAM

Bentuk-bentuk kejahatan kemanusiaan

Macam-macam kejahatan kemanusiaan

Pelaku dan korban kejahatan kemanusiaan

Dampak positif dan negatif dalam praktik kejahatan kemanusiaan
Landasan hukum fikih jinayah

Macam-macam tindak pidana dalam fikih jinayah

2. Sumber data

Untuk memperoleh data secara tepat dan menyeluruh dari

sumber yang digunakan oleh peneliti, dan mempunyai korelasi dengan

pembahasan dalam penelitian ini, maka sumber data yang peneliti

gunakan di bagi dua, yaitu:



a. Primer: Data primer ialah data yang diperoleh oleh peneliti secara
langsung dari sumbernya. Data yang dimaksud tersebut, ialah:

1) Undang-undang HAM tentang hak asasi manusia dan pengadilan
hak asasi manusia, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000

2) Yusuf bin Abdullah Al-Syaibili, Fikh Al-Jinayat

b. Sekunder: Data sekunder ialah data atau bahan acuan lainnya yang
dibutuhkan oleh peneliti sebagai pendukung data primer. Adapun data
yang dimaksud, ialah:

1) Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen, Instrumen
Internasional Pokok Hak Asasi Manusia, Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia, 2006

2) Pranoto Iskandar, Hukum HAM Intenasional, Cianjur: IMR Press,
2010

3) Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam, Jakarta: Gema
Insani Press, 2003

4) Imam Taqiyuddin, Kifayah al-Akhyar, Indonesia: Maktabah Dar
Thya’ al-Kutub

5) Sahal Mahfudz, Nuansa Figih Sosial, Yogyakarta: LKiS, 1994

6) Ibn Rusyd al-Hafidz, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-
Mugtashid, Surabaya: Al-Hidayah

7) Dan sumber-sumber lainnya seperti koran, berita, dan internet



10

3. Teknik pengumpulan data
Sebagaimana telah peneliti jelaskan sebelumnya, bahwa
penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif-
analisis. Oleh karena itu, pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti
dengan menelaah dan mempelajari bahan-bahan pustaka secara sistematis.
Secara rinci, teknik yang dilakukan oleh peneliti dalam
mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penulisan penelitian ini, ialah
sebagaimana berikut:

a. Mencari data atau bahan-bahan berupa buku yang membicarakan
tentang undang-undang hak asasi manusia dan pengadilan hak asasi
manusia

b. Melengkapi data tersebut dengan bahan pendukung dari berbagai
sumber seperti literatur-literatur yang ada kaitannya, koran, berita, dan
internet.

4. Teknik pengolahan data
Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisa
menginterpretasi data-data yang sudah diperoleh dari berbagai sumber,
maka data-data tersebut diolah secara sistematis. Adapun teknik yang
digunakan dalam pengelolahan data antara lain:

1. Pengeditan: Yaitu peneliti memeriksa kelengkapan data-data yang

diperoleh, dan mengeditnya apabila terdapat ketidak sesuaian antara

data yang diperoleh dengan pembahasan dalam penelitian ini.
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2. Pengorganisasian: Yaitu menyusun dan mengelompokkan data yang
diperoleh secara sistematis ke dalam karangan paparan yang telah
direncanakan sebelumnya.

3. Pemberian code: Yaitu peneliti mengkatagorisasikan data yang telah
diperoleh, dan memeriksa data tersebut agar terdapat relevansi dengan
pembahasan penelitian.

5. Teknik analisis data
Analisis data merupakan proses berpikir untuk memberikan
interpretasi dan pemahaman secara kompleks dan komprehensif melalui
data yang diperoleh. Bogdan menyatakan: “Bahwa analisis data adalah
proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari
hasil wawancara, cacatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat
mudah dipahami, dan temuannya dapat mudah diinformasikan kepada
orang lain.”"
Setelah data-data yang peneliti peroleh baik dari sumber
primer maupun dari sumber sekunder, lalu peneliti melakukan analisis
secara mendalam dan kritis. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan
metode deskriptif, yaitu peneliti mendeskipsikan data-data yang diperoleh
mengenai kejahatan kemanusiaan.
Di samping itu, peneliti juga menggunakan metode induktif
dalam menganalisa data, yaitu dengan memaparkan data yang besifat

khusus mengenai kejahatan kemanusiaan, kemudian dianalisis melalui

' Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal.
244
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analisis yang bersifat umum yang berkaitan dengan fikih jinayah dan
undang-undang HAM agar memperoleh penjelasan yang sesuai dengan
pembahasan dalam penelitian ini.
Sistematika Pembahasan
Untuk mempermudah penulisan  skripsi ini, maka peneliti
mensistematisasikan pembahasan-pembahasan dalam penulisan ini menjadi
beberapa bab dan setiap bab terdapat beberapa sub bab, sebagai berikut:
BABI : Bab petama merupakan pendahuluan, antara lain membahas
tentang: Latar belakang, Identifikasi dan batasan masalah,
Rumusan masalah, Kajian pustaka, Tujuan penelitian, Kegunaan
hasil penelitian, Definisi oprasional, Metode penelitian, dan
Sistematika pembahasan
BABII : Bab dua merupakan kajian teori, dalam bab ini penulis akan
membahas tentang hak asasi manusia (HAM) dan kejahatan
kemanusiaan (Perspektif Fikih Jinayah)
BABIII : Pada bab tiga, peneliti akan menkaji mengenai deskripsi undang-
undang no. 26 tahun 2000 tentang HAM
BAB IV : Bab empat merupakan penyajian dan analisis data, yang terdiri
dari: 1) Konsep kejahatan kemanusiaan dan sanksi pidananya
menurut undang-undang no.26 tahun 2000, dan 2) Tinjauan fikih
jinayah terhadap sanksi kejahatan kemanusiaan
BAB V : Bab lima merupakan penutup, yang terdiri dari kesimpulan dari

hasil penulisan, dan saran



BAB II

HAK ASASI MANUSIA DAN KEJAHATAN KEMANUSIAAN

A. Hak Asasi Manusia

Sebagaimana diketahui bahwa manusia sebagai makhluk sosial
ciptaan Allah mempunyai hak, baik secara vertical antara manusia dengan
Allah maupun secara horizontal antara manusia dengan manusia yang lain.
Hak asasi manusia merupakan anugrah Allah yang melekat pada diri manusia
yang bersifat kodrati, universal, dan abadi, seperti hak diberi rizki dan
meminta rizqi, hak meminta pertolongan dan memberi pertolongan, dan lain
sebagainya.

Secara praktik, pelaksanaan mengenai konsep hak asasi manusia
sudah diperaktikkan oleh Rasulullah jauh sebelum bangsa Barat dan Eropa
memperkenalkan konsep HAM. Hal tersebut dapat diketahui dengan adanya
sikap saling toleransi dan saling tolong menolong antara yang kuat dan yang
lemah, yang kaya dan yang miskin, sesuai dengan ajaran Allah yang
disampaikan oleh Rasulullah.

Dalam sub sub bab berikut ini, akan di bahas secara rinci mengenai
hak asasi manusia agar dapat diketahui urgensi dan peranannya dalam
kehidupan manusia secara kompleks dan komprehensif.

1. Pengertian HAM
Sebelum menjelaskan secara  terminologi mengenai

pengertian HAM, terlebih dahulu akan memaparkan pengertian hak dan

13
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asasi. Leif Wenar menyatakan: “bahwa hak ialah pemberian kuasa untuk
melakukan (atau tidak) suatu perbuatan atau berada pada sebuah keadaan
atau dapat juga berarti pemberian kuasa untuk memerintahkan pihak lain
untuk melakukan (atau tidak) suatu perbuatan atau dalam sebuah keadaan.'
Sedangkan asasi ialah suatu hal yang pokok menurut hukum dasar atau
esensial dan prinsipil.”

Dari pengertian hak dan asasi tersebut di atas, dapat di
pahami bahwa hak asasi merupakan pemberian kuasa dan perintah yang
bersifat mendasar dan esensial dalam melakukan suatu perbuatan atau
keadaaan.

Adapun yang dimaksud dengan HAM sebagaimana yang
disebutkan dalam undang-undang bahwa hak asasi manusia adalah
seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai
makhluk Tuhan dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati,
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan
setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat
manusia.’

B. Mayo mendifinisikan bahwa “hak asasi manusia adalah

suatu tuntunan, untuk seluruh manusia, untuk bersama-sama bertindak

! Pranoto Iskandar, Hukum HAM Internasional; Sebuah Pengantar Kontekstual, (Cianjur: IMR
Press, 2010), hal. 22.

? Pius A. Partanto dan M. Dahlan, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arikola, 1994), hal.48.

? Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999, (Bandung: Citra Umbara, 2011), hal. 3.
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(atau barangkali tidak bertindak) sebagian atas apa yang dikerjakan
lembaga untuk memenuhi tuntutan.’

Dari beberapa pengertian mengenai hak asasi manusia
tersebut di atas, dapat penulis pahami bahwa hak asasi manusia merupakan
seperangkat hak yang terdapat pada setiap individu manusia dan
merupakan pemberian Allah yang harus dihargai, dihormati, dan
dilindungi. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk sosial hendaknya
jangan hanya menuntut haknya masing-masing akan tetapi hendaknya
memberi dan saling menghargai serta saling menghormati hak yang
terdapat pada diri orang lain. Dengan demikian, apabila seseorang tidak
hanya menuntut haknya sendiri akan tetapi juga memberikan haknya
kepada orang lain maka hidup dan kehidupan ini akan terjalin dan
berlangsung dengan harmonis dan tenteram.

Hak asasi manusia yang kita kenal sekarang adalah sesuatu
yang sangat berbeda dengan yang hak-hak yang sebelumnya termuat,
misalnya dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika atau Deklarasi Perancis.
HAM yang dirujuk sekarang adalah seperangkat hak yang dikembangkan
oleh PBB sejak berakhirnya perang dunia II yang tidak mengenal berbagai
batasan-batasan kenegaraan. Sebagai konsekuensinya, negara-negara tidak
bisa berkelit untuk tidak melindungi HAM yang bukan warga negaranya.
Dengan kata lain, selama menyangkut persoalan HAM setiap negara, tanpa

kecuali, pada tataran tertentu memiliki tanggung jawab, utamanya terkait

* Harun Nasution dan Bachtiar Effendy, Hak Asasi Manusia Dalam Islam, (Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia, 1987), hal. 15-16.


http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Deklarasi_Kemerdekaan_Amerika&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Deklarasi_Perancis&action=edit&redlink=1
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pemenuhan HAM pribadi-pribadi yang ada di dalam jurisdiksinya,
termasuk orang asing sekalipun. Oleh karenanya, pada tataran tertentu,
akan menjadi sangat salah untuk mengidentikan atau menyamakan antara
HAM dengan hak-hak yang dimiliki warga negara. HAM dimiliki oleh
siapa saja, sepanjang ia bisa disebut sebagai manusia.’
2. Sejarah Perkembangan HAM

Sebagaimana telah penulis paparkan sebelumnya bahwa
konsep hak asasi manusia telah diajarkan dan dipraktikkan oleh Rasulullah
jauh sebelum bangsa Barat dan Eropa memperkenalkan konsep HAM,
hanya saja pada masa Rasulullah tidak di kenal konsep HAM secara resmi
dikarenakan pada masa itu tidak terdapat pelanggaran HAM. Hal tersebut
dapat diketahui melalui berbagai tindakan dan sabda Rasulullah
sebagaimana telah ditetapkan dalam al-Quran yang menghendaki
terwujudnya pelaksanaan hak-hak asasi manusia, dan secara resmi
Rasulullah memproklamirkan pada waktu haji wada’, sebagai berikut:®
"Jiwamu, harta bendamu, dan kehormatanmu adalah sesuci hari ini.
Bertakwalah kepada Allah dalam hal istri-istrimu dan perlakuan yang baik
kepada mereka, karena mereka adalah pasangan-pasanganmu dan
penolong-penolongmu yang setia. Tak ada seorang pun yang lebih tinggi
derajatnya kecuali berdasarkan atas ketakwaan dan kesalehannya. Semua
manusia adalah anak keturunan Adam, dan Adam itu diciptakan dari tanah

liat. Keunggulan itu tidak berarti orang Arab berada di atas orang non

> http://id. wikipedia.org/wiki/Hak asasi manusia
S http://www.babinrohis-nakertrans.org/artikel-islam/perspektif-ham-dalam-islam
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Arab dan begitu juga bukan nonArab di atas orang Arab. Keunggulan juga
tidak dipunyai oleh orang kulit putih lebih dari orang kulit hitam dan
begitu juga bukan orang kulit hitam di atas orang kulit putih. Keunggulan
ini berdasarkan atas ketakwaannya"

Melalui redaksi khutbah haji wada’ tersebut dapat penulis
pahami bahwa Islam sudah terlebih dahulu mempunyai konsep dan
mempraktikkan hak asasi manusia jauh sebelum bangsa lain
memperkenalkan konsep hak asasi manusia. Setelah Rasulullah wafat,
konsep HAM tetap terlaksana dan dilanjutkan oleh para khalifah pengganti
Rasulullah hingga sampai saat ini manusia khususnya umat Islam dapat
mengenal konsep HAM.

Seiring dengan berkembangnya zaman dan berjalannya
waktu, bermunculan berbagai konsep hak asasi manusia yang di
perkenalkan oleh bangsa Barat dan Eropa melalui deklarasi dan piagam.
Sejarah Barat mencatat ada tiga negara sebagai peletak dasar hak asasi
manusia (HAM), yaitu Inggris, Amerika Serikat dan Perancis, sebagai
berikut:’

a. Inggris
Perjuangan hak asasi manusia dimulai semasa raja Inggris,
John Lacland (1192-1216). la memerintahkan secara sewenang-
wenang sehingga menimbulkan protes di kalangan para bangsawan.

Reaksi terhadap kesewenangan dari kekuasaan Lackland melahirkan

" Eggi Sudjana, HAM, Demokrasi dan Lingkungan Hidup Persepektif Islam, (Jabar: Yayasan As-
Syhahidah, 1998), hal. 5-8.
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sebuah piagam monumental, yang terkenal dengan nama Magna
Charta (1215). Di dalam piagam ini, muncul pengertian hak asasi
walaupun dalam bentuk yang amat sederhana, bahkan dapat dikatakan
hanya merupakan hak dari kaum bangsawan.

Pada masa pemerintahan Raja Edward I (1272-1307) lahir
lahir The Great Charter Of Liberties (1927). Isinya antara lain
penetapan apa yang tercantum dalam piagam Magna Charta,
kebebasan bertindak bagi kota-kota dan kebebasan perdagangan.
Kemudian pada masa pemerintahan Raja Edward III (1327-1377)
lahirlah parlemen di Inggris ditandai adanya House Of Lord sebagai
wakil raja dan House Of Commons sebagai wakil rakyat.

Ketika Williem III menjadi wali negara Belanda (1672-
1702) dan raja Inggris (1689-1702) lahirlah Bill of Rights (BoR) pada
tanggal 16 Desember 1689. Hal ini menandai suatu perpindahan
kekuasaan dari tangan raja ke parlemen yang merupakan perubahan
besar dalam kehidupan demokrasi di Inggris. Dengan BoR
pemerintahan kerajaan Inggris beralih ke arah pemerintahan
parlementer. Dalam BoR ditetapkan antara lain bahwa penetapan
pajak, pembuatan undang-undang dan mempunyai tentara harus
seizing parlemen. Begitu pula parlemen berhak mengubah keputusan
raja, bebas berbicara dan berpendapat, dan pemilihan parlemen berlaku

bebas.?

8 Ibid., hal. 7.
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b. Prancis

Pada tanggal 27 Agustus 1789 Prancis menyusun
pemerintahan baru, dan mengumumkan adanya Declaration Des
Droits De’l Homme Et Du Citoyen (Pernyataan hak-hak asasi manusia
dan warga negara). Isinya antara lain; pasal I: manusia dilahirkan
bebas dan mempunyai hak yang sama. Perbedaan di masyarakat hanya
didasarkan atas kepentingan umum. Pasal 2; Hak-hak ini ialah
kemerdekaan, milik, keamanan, dan menentang penindasan. Pasal 3;
Yang dimaksud kemerdekaan ialah boleh bertindak sesukanya asalkan
tidak merugikan orang lain. Pasal 17; Hak atas milik adalah suci dan
tidak boleh dilanggar.g

c. Amerika Serikat

Akhirnya pada tahun 1941, Presiden Amerika Serikat
Franklin D. Roosevelt menyatakan The Four Freedom di depan
kongres Amerika Serikat. Isinya berbunyi:
1) Kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat (freedom of

speech)
2) Kebebasan beragama (freedom of religion)
3) Kebebasan dari ketakutan (freedom for fear)
4) Kebebasan dari kekurangan dan kemelaratan (freedom from want)
Dari paparan di atas, jelaslah asal muasal HAM itu sendiri.

Apa yang sesungguhnya disebut sebagai HAM di Barat sesungguhnya

% Ibid., hal. 8.
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baru muncul pertama kali ada 1215 saat Magna Charta dirumuskan. HAM
juga telah dijadikan slogan revolusi Prancis pada tahun 1789, dan
kemudian dijadikan piagam dalam konstitusi Prancis yang ditetapkan
tahun 1791. Sebelumnya slogan-slogan HAM telah diangkat dalam
revolusi Amerika Serikat tahun 1776. Secara Umum, HAM kemudian
diadopsi oleh seluruh negara Eropa pada abad ke-19, hanya saja HAM saat
itu masih menjadi urusan dalam negeri masing-masing negara. HAM baru
menjadi peraturan internasional setelah perang dunia II dan setelah
berdirinya PBB, yaitu pada saat diumumkannya deklarasi Universal Hak-
Hak Asasi Manusia, 10 Desember 1948. Dengan demikian, apabila diukur
dari sisi waktu, HAM ini jauh tertinggal (sekitar 500 tahun) bila
dibandingkan dengan Piagam Madinah yang ditulis oleh Rasulullah di
penghujuang abad 18.'°

Di  Indonesia, melalui  ketetapan = MPR  Nomor
XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia, menugaskan kepada semua
lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintahan untuk
menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai
hak asasi manusia kepada seluruh warga masyarakat dan segera
maratifikasi berbagai instrumen PBB tentang hak asasi manusia, sepanjang
tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945."

Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas

HAM) telah dilakukan sebelum ditetapkannya Ketetapan MPR Nomor

" Ibid., hal. 9-10.
' Rozali Abdullah dan Syamsir, Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan
Hak Asasi Manusia di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), hal. 35.
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XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia dan undang-undang nomor. 39
tahun 1999 tentang hak asasi manusia, melalui Kepres Nomor 5 Tahun
1993 tanggal 7 Juli 1993, sedangkan Pengadilan Hak Asasi Manusia dan
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi pembentukannya didasarkan pada
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia. "2
3. Macam-Macam HAM

Setiap manusia baik ia warga negara yang satu atau yang lain,
maupun penganut atau bukan penganut, tinggal di hutan atau di padang
pasir, semuanya memiliki hak-hak asasi pokok semata-mata karena dirinya
manusia. Di antara hak-hak pokok tersebut, yai‘[u:13
a. Hak untuk hidup

Hak asasi yang paling utama adalah hak untuk hidup. Al-

Quran menegaskan dalam surat Al-Ma’idah Ayat 32 sebagai berikut:

Giea () (8 U881 (8 a0a 5l 88 ey L (8

“Barangsiapa membunuh seorang manusia (tanpa alasan pantas)
tanpa direncanakan, atau bukan karena melakukan perusakan di muka
bumi maka seakan-akan ia dipandang telah membunuh manusia

14
seluruhnya”

* Ibid, hal. 36.

"3 Abul A’la Mawdudi, Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Islam, terj. Bambang Iriana Djajaatmadja,
(Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hal. 12-21.

" Majma’ Al-Malk Fahd, 4I-Qur’an dan Terjahmanya dengan Bahasa Indonesia, (Al-Madinah
Al-Munawwarah: Majma’ Malk Fahd, 1418 H), hal. 164.
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“Hak untuk hidup” yang diberikan kepada umat manusia
hanya diberikan oleh Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa aturan-
aturan yang memuat hak-hak asasi manusia dalam konstitusi-konstitusi
dan deklarasi-deklarasi di banyak negara dengan jelas menyatakan
hanya berlaku bagi warga negara yang bersangkutan atau terhadap ras
kulit putih saja.

b. Hak atas keselamatan hidup

Sehubungan dengan hak untuk hidup, al-Qur’an juga
menegaskan hak atas keselamatan hidup dalam Surat Al-Ma’idah ayat
32, sebagai berikut:

e e Gl al eS8 Lalal (a5

“Dan barangsiapa yang menyelamatkan hidup seorang manusia maka
dengan perbuatannya itu seakan-akan ia menyelamatkan hidup
seluruh umat manusia™ "

Ada banyak cara untuk menyelamatkan hidup manusia dari
kematian. Apabila seseorang sedang sakit atau menderita luka-luka
maka menjadi kewajiban bagi kita untuk menolongnya memperoleh
bantuan medis. Apabila ia hampir mati karena kelaparan, maka
kewajiban kitalah untuk memberinya makanan.

c. Penghormatan terhadap kesucian kaum wanita
Unsur ketiga dalam Piagam Hak Asasi Manusia yang

diberikan oleh Islam adalah bahwa kesucian seorang wanita harus

5 1bid, hal. 21
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dihormati dan dilindungi setiap saat, baik apabila ia sebangsa dengan
kita atau termasuk bangsa musuh, baik ia kita temukan di dalam hutan
belantara atau di sebuah kota yang ditaklukkan, baik ia seagama
dengan kita atau penganut agama lain atau sama sekali ia tidak
beragama.
d. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup pokok
Siapapun yang meminta pertolongan dan siapapun yang
menderita kesusahan mempunyai hak atas bagian harta benda dan
kekayaan seorang Muslim tanpa melihat apakah ia berasal dari bangsa
ini atau itu, dari negara manapun dan dari ras apapun ia berasal.'®
e. Hak individu atas kebebasan
Islam secara tegas melarang praktik primitif penangkapan
orang yang merdeka untuk dijadikan hamba sahaya atau budak atau
untuk diperjualbelikan sebagai hamba sahaya. Tentang hal ini secara
tegas Nabi mengatakan sebagai berikut: “Ada tiga kategori manusia
yang aku sendiri akan menggugatnya pada hari kiamat, salah satunya
adalah mereka yang menyebabkan seorang yang merdeka menjadi
hamba sahaya, lalu menjual dan memakan hasil penjualannya”'’
f. Hak atas keadilan
Hak atas keadilan merupakan hak yang sangat penting dan
bernilai yang diberikan Islam kepada manusia. Al-Quran telah

menetapkan dalam Surat Al-Ma’idah ayat 8:

¢ Abul A’la Mawdudi, Hak-Hak Asasi Manusia., hal. 20.
"7 Ibid., hal. 21.
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e o8l AT T slae ) el 9T e o768 (S K5 550 Y
“Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum sampai
mempengaruhi divimu untuk berlaku tidak adil, berlaku adillah karena
adil itu lebih dekat kepada tagwa.”"
g. Kesamaan derajat umat manusia
Islam tidak saja mengakui prinsip kesamaan derajat mutlak
di antara manusia tanpa melihat kepada warna kulit, ras atau
kebangsaan, melainkannya menjadikan realitas yang penting. Tuhan

YME telah menetapkan dalam al-Quran dalam Surat Al-Hujurat ayat
8, sebagai berikut:

G Ul SRR BTy S5 (e S8R ) (0 5
Wahai manusia, Kami telah menciptakanmua dari seorang laki-laki
dan seorang perempuan”. “Dan Kami jadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal satu sama
lain”."

Ini berarti bahwa pembagian umat manusia ke dalam
bangsa-bangsa, ras-ras, kelompok-kelompok dan suku-suku adalah
demi untuk adanya pembedaan sehingga rakyat dari satu ras atau suku

dapat bertemu dan berkenalan dengan rakyat yang berasal dari ras atau

suku lain dan bekerja sama satu sama lain.

18 Ibid, hal. 21.
Y Ibid, hal. 21.
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h. Hak untuk kerjasama dan tidak bekerja sama
Islam telah menjelaskan dengan rinci prinsip umum yang
maha penting dan berlaku universal. Al-Quran mengatakan dalam

Surat Al-Ma’idah ayat 2:

e OIS A e A A i e T
“Tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan tagwa
dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

Ini berarti bahwa orang yang melakukan perbuatan mulia
dan kebaikan, tanpa melihat apakah ia hidup di Kutub Utara atau di
Kutub Selatan, memiliki hak untuk mengharapkan dukungan dan
kerjasama aktif dari orang Muslim.

Melalui macam-macam pembagian hak asasi manusia yang
dikedepankan oleh Islam tersebut di atas, dapat penulis pahami bahwa
seluruh umat manusia tanpa membedakan suku, ras, kelompok, dan bangsa
mempunyai hak-hak yang harus dihormati, dilindungi, dan dijunjung
tinggi oleh sesama manusia.

Di samping itu terdapat pembagian macam-macam hak asasi

manusia yang dibedakan secara bidang, jenis dan macam hak asasi

manusia, sebagai berikut:

2 1bid., hal. 21.
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a. Hak asasi pribadi (personal right)
1) Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian dan berpindah-pindah
tempat
2) Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat
3) Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan
4) Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama
dan kepercayaan yang diyakini masing-masing
b. Hak asasi politik (political right)
1) Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan
2) Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan
3) Hak membuat dan mendirikan parpol / partai politik dan organisasi
politik lainnya
4) Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi
c. Hak asasi hukum (legal equality right)
1) Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan
pemerintahan
2) Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil/pns
3) Hak mendapat layanan dan perlindungan hukum
d. Hak asasi ekonomi (property right)
1) Hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli
2) Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak
3) Hak kebebasan menyelenggarakan sewa-menyewa, hutang-
piutang, dan lain-lain
4) Hak kebebasan untuk memiliki susuatu
5) Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak
e. Hak asasi peradilan (procedural right)
1) Hak mendapat pembelaan hukum di pengadilan
2) Hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan,
penahanan dan penyelidikan di mata hukum.
f. Hak sosial budaya (sosial culture right)
1) Hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan
2) Hak mendapatkan pengajaran
3) Hak uzrlltuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan
minat

4. HAM Dalam Islam dan Barat
a. Pendekaan Islam
Jika berbicara tentang hak-hak asasi manusia dalam Islam
maka yang dimaksudkan adalah hak-hak yang diberikan oleh Tuhan.

Hak-hak yang diberikan oleh raja-raja atau majelis-majelis legislatif

2! http://organisasi.org/pengertian_macam_dan_jenis_hak asasi_manusia
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dengan mudahnya bisa dicabut kembali semudah saat memberikannya,
tetapi tidak ada individu maupun lembaga yang memiliki wewenang
untuk mencabut hak-hak yang diberikan oleh Tuhan.?

Piagam dan proklamasi-proklamasi serta resolusi-resolusi
Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak bisa disebandingkan dengan hak-
hak yang disertai sanksi oleh Tuhan, hak-hak yang disebut pertama
tidak mengikat siapapun, sedangkan yang disebut belakangan adalah
suatu bagian integral dari kepercayaan Islam. Semua Muslim dan
semua penguasa yang mengakui dirinya Muslim harus menerima,
mengakui dan melaksanakannya. Jika mereka gagal melaksanakannya
atau melanggarnya dengan dalih apapun, al-Quran telah mengatakan
dengan tegas dalam Surat Al-Ma’idah ayat 4:

A g S 2l 3 L 2 2 0

“Barangsiapa yang memutuskan perkara bukan menurut apa yang
diturunkan Allah, mereka itu adalah orang-orang kafir (kafirun).”

Skema kehidupan yang digambarkan Islam terdiri dari

seperangkat hak dan kewajiban. Setiap manusia, setiap orang yang

menerima agama ini adalah terikat oleh dua hal itu. Pada umumnya,

hukum Islam mengajarkan empat macam hak dan kewajiban bagi

setiap manusia, yaitu:** 1) Hak Tuhan di mana manusia diwajibkan

untuk memenuhinya, 2) Hak manusia atas dirinya sendiri, 3) Hak

*2 Abul A’la Mauwdudi, Hak-Hak Asasi., hal. 10.
» Majma’ Al-Malk Fahd, 4/-Qur’an dan Terjahmanya., hal. 167,
* Nasution dan Effendy, Hak Asasi Manusia., hal. 173.
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orang lain atas diri seseorang, 4) Hak kekuatan dan sumber-sumber
alam yang telah dianugrahkan Tuhan untuk dimanfaatkan manusia.

Hak-hak dan kewajiban tersebut merupakan dasar ajaran
Islam dan hal itu merupakan kewajiban bagi setiap Muslim untuk
memahaminya dan mematuhinya dengan baik. Syari’ah secara jelas
membicarakan setiap macam dan bentuk hak serta menjelaskannya
secara rinci. Syariah juga memberikan petunjuk tentang cara dan
sarana bagaimana kewajiban-kewajiban itu dilaksanakan secara timbal
balik.,, dan tidak satupun dari kewajiban itu dilanggar atau
dikesampingkan.”

b. Pendekatan Barat

Rakyat di Barat memiliki kebiasaan mengaitkan setiap
perkembangan yang menguntungkan di dunia bagi kepentingan mereka
sendiri. Sebagai contoh, dengan lantang diklaim bahwa dunia untuk
pertama kalinya mendapat konsep dasar hak asasi manusia dari Magna
Charta di Inggris yang disusun enam ratus tahun setelah kebangkitan
Islam. Tetapi yang sesungguhnya adalah bahwa sampai abad
kesembilan belas tidak ada satu orang pun yang pernah bermimpi
untuk mengatakan bahwa Magna Charta memuat prinsip-prinsip
pengadilan oleh juri Habeas Corpus dan kontrol Parlemen atas hak

pajak.”®

% Ibid,. hal. 26
26 Abul A’la Mauwdudi, Hak-Hak Asasi., hal. 9.
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Meskipun terdapat referansi-referensi pada hak manusia
dalam konstitusi-konstitusi sejumlah negara, lebih sering hak-hak ini
hanya tertulis di atas kertas belaka. Pada pertengahan abad ini,
Perserikatan Bangsa-Bangsa telah membuat Deklarasi Universal Hak-
Hak Asasi Manusia, dan mengeluarkan sebuah resolusi yang mengutuk
pemusnahan umat manusia, peraturan-praturan pun telah dirumuskan
untuk mencegah tindakan tersebut. Tetapi tidak ada satu pun resolusi
atau regulasi tunggal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dapat
dikukuhkan jika negara yang bersangkutan ingin mencegah tindakan
yang demikian. Kendati resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut
sangat kuat gaungnya, hak asasi manusia terus dilanggar dan diinjak-
injak.”’

Dari uraian mengenai HAM dalam Islam dan Barat tersebut

di atas, dapat dipahami bahwa hak asasi manusia dalam Islam merupakan
bentuk HAM yang lebih universal dan kompleks, tidak hanya bagi umat
Islam sendiri melainkan juga bagi non Muslim. Hal tersebut dapat
diketahui ketika pada masa Rasulullah, walaupun pada masa itu tidak
terdapat istilah HAM sebagaimana yang dideklarasikan oleh orang-orang
Barat dan Eropa akan tetapi seluruh hak-hak asasi manusia pada masa itu

dapat terpeuhi semua.

2 Ibid., hal. 9-10.
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B. Kejahatan Kemanusiaan
1. Pengertian Kejahatan Kemanusiaan
Kejahatan terhadap kemanusiaan ialah perbuatan yang
dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang
diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terdapat
penduduk sipil.*®
Kejahatan terhadap umat manusia adalah istilah di dalam
hukum internasional yang mengacu pada tindakan pembunuhan massal
dengan penyiksaan terhadap tubuh dari orang-orang, sebagai suatu
kejahatan penyerangan terhadap yang lain. Para sarjana Hubungan
internasional telah secara luas menggambarkan "kejahatan terhadap umat
manusia" sebagai tindakan yang sangat keji, pada suatu skala yang sangat
besar, yang dilaksanakan untuk mengurangi ras manusia secara
keseluruhan. Biasanya kejahatan terhadap kemanusian dilakukan atas
dasar kepentingan politis, seperti yang terjadi di Jerman oleh pemerintahan
Hitler serta yang terjadi di Rwanda dan Yugoslavia.”’ Kejahatan terhadap
kemanusiaan ialah salah satu dari empat Pelanggaran HAM berat yang
berada dalam yurisdiksi International Criminal Court. Pelanggaran HAM
berat lainnya ialah genosida, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.”
Istilah kejahatan kemanusian (crime against humaity)
pertama kalinya digunakan dalam piagam Nuremberg. Piagam ini

merupakan perjanjian multilateral antara Amerika Serikat dan sekutunya

% Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999., hal. 65.
* http://id.wikipedia.org/wiki/K ejahatan_kemanusiaan
* Ibid,. hal. 26


http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_internasional
http://id.wikipedia.org/wiki/Genosida
http://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_perang
http://id.wikipedia.org/wiki/Agresi
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setelah selesai Perang Dunia II. Mereka (Amerika Serikat dan sekutunya
menilai para pelaku (NAZI) dianggap bertanggung jawab terhadap
kejahatan terhadap kemanusiaan pada masa tersebut.”!

Definisi kejahatan kemanusiaan di Indonesia masih
menimbulkan beberapa perbedaan. Salah satunya adalah kata serangan
yang meluas atau sistematik. Sampai saat ini istilah tersebut masih
menimbulkan banyak perbedaan pandangan bahkan kekaburan. Pengertian
sistematis (systematic) dan meluas (widespread) menurut M. Cherif
Bassiouni sebagaimana dikutip oleh Imam Munawir, sistemik
mensyaratkan adanya kebijakan atau tindakan negara untuk aparat negara
dan kebijakan organisasi untuk pelaku di luar negara. Sedangkan istilah
meluas juga merujuk pada sistematik, hal untuk membedakan tindakan
yang bersifat meluas tetapi korban atau targetnya acak. Korban dimanan
memiliki karakteristik tertentu misalnya agama, ideologi, politik, ras,
etnis, atau gender.*

Dari paparan mengenai pengertian kejahatan kemanusiaan
tersebut di atas, dapat penulis pahami bahwa kejahatan kemanusian
merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan
pelanggaran berat. Pelaku kejahatan kemanusiaan dapat dilakukan oleh
siapa saja baik aparat maupun warga sipil, dan pelaku dapat dikenakan

hukum dikarenakan melakukan kejahatan kemanusian.

3! Imam Munawir Siregar, 2008, “Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Pada Tawanan Perang
Dalam Persepektif Hak Asasi Manusia dan Konvensi Jenawa 1949”, Skipsi, Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara Medan, hal. 10.

* Ibid, hal. 11.
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2. Macam-Macam Kejahatan Kemanusiaan

Macam-macam kejahatan terhadap kemanusiaan terdapat

berbagai macam bentuk dan motif. Dalam undang-undang disebutkan

bahwa ada dua bentuk kejahatan yang merupakan pelanggaran hak asasi

manusia yaitu pada pasal 7 yang dijabarkan pada pasal 8 dan 9, sebagai

berikut:

a. Kejahatan genosida: Adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan
maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau
sebagian bangsa, ras, kelompok, etnis, kelompok agama, dengan cara:

1)
2)

3)

4)

3)

Membunuh anggota kelompok

Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap
anggota-anggota kelompok

Menciptakan  kondisi  kehidupan  kelompok yang akan
mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau
sebagiannya

Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah
kelahiran di dalam kelompok

Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke
kelompok lain

b. Kejahatan kemanusiaan: Adalah salah satu perbuatan yang dilakukan
sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang
diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung
terhadap penduduk sipil, berupa:

1)
2)
3)
4)
3)

6)
7)

8)

Pembunuhan

Pemusnahan

Perbudakan

Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa

Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain
secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan
pokok hukum internasional

Penyiksaan

Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan
kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-
bentuk kekerasan seksual lain yang setara

Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan
yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan,etnis,
budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui
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secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum
internasional
9) Penghilangan orang secara paksa
10) Kejahatan apartheid™
3. Kejahatan Kemanusiaan Dalam fikih Jinayah

Sebagaimana diketahui bahwa untuk menciptakan hidup dan
kehidupan yang damai dan tentram, Allah menurunkan aturan-aturan bagi
manusia dalam melaksanakan hidup dan kehidupan di dunia. Seluruh
perbuatan-perbuatan manusia yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari
mempunyai konsekwensi hukum, baik perbuatan yang baik maupun
perbuatan yang jelek. Fikih Jinayah merupakan ilmu yang membahas
tentang hukum syara’ yang berkaitan dengan masalah perbuatan-perbuatan
yang dilarang dan mempunyai konsekwensi hukum.

Hikmah dari adanya konsekwensi hukum terhadap seseorang
yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau jinayah yaitu
menghindari dan mencegah manusia dari perbuatan-perbuatan yang
membahayakan, dan adanya anarkis, dan membersihkan diri dari
perbuatan dosa.’® Suatu perbuatan dapat dikategorikan jinayah jika
perbuatan tersebut mempunyai unsur atau rukun sebagai berikut:*

1. Adanya nash, yang melarang adanya perbuatan-perbuatan tertentu
yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan yang

merupakan bentuk jinayah. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur

formal (al-rukn al-syar’i)

3 Undang-Undang RINo. 39 Tahun 1999., hal. 65-66.
** Wahbah Zuhaili, 41-Figh Al-Islami Wa Adillatuh, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), Juz. 6, hal. 14.
% http://anharululum.blogspot.com/2011/05/fiqih-jinayat.html
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2. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupa
melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang
diharuskan. Unsur ini dikenal dengan dengan istilah “unsur material”
(al-rukn al-madi)

3. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khitab atau dapat
memahami taklif, artinya pelaku kejahatan tadi adalah mukallaf,
sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan.
Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur moral” (a/l-rukn al-adabi)

Secara garis bersar, ada empat perbuatan tindak pidana yang
dilarang dan mempunyai konsekwensi hukum, yaitu:*®

1. Tindakan pidana atas badan, jiwa, anggota badan, yaitu yang disebut
dengan pembunuhan (al-gat/) dan pelukaan (al-jarh)

2. Tindak pidana atas kelamin, yaitu yang disebut dengan zina dan
pelacuran (sifah)

3. Tindak pidana atas harta

4. Tindak pidana atas kehormatan yang disebut dengan gadzf, dan tindak
pidana yang memperbolehkan makanan dan minuman yang
diharamkan oleh syara’

Dari paparan tersebut di atas, dapat penulis pahami bahwa
perbuatan-perbuatan tindak pidana atau jinayah merupakan bentuk
kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang harus

diberi hukuman atau dipidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan

% Tbn Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Mugqtashid, (Surabaya: Al-Hidayah), Juz. 2,

hal. 296.
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oleh seseorang terhadap tindak pidana. Pembagian jarimah atau tindak

pidana dilihat dari berbagai klasifikasinya ada lima kategori :

1. Segi berat ringannya hukuman, yaitu ada tiga :

a.

Hudud (hak Allah): Yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman
Had, yaitu hukman yang kuantitas dan kualitasnya telah ditentukan
dalam nash. Hukman had adalah hak Allah artinya ketentuan
hukumnya tidak dapat diganti ataupun dibatalkan oleh manusia.
Yang termasuk jarimah hudud adalah: Zina, gadzaf (tuduhan
palsu), pencurian, perampokan dan sejenisnya, minum khamr,
pemberontakan, dan riddah (murtad).

Qishas dan diyat (hak adami): Yaitu jarimah atau tindak pidana
yang diancam dengan hukuman qishash. Diyat adalah ganti rugi
atas penderitaan yang dialami korban jarimah atau tindak pidana,
yg dibayar oleh pelaku jarimah. Macam-macam jarimah qishas
diyat:

1) Pembunuhan sengaja

2) Pembunuhan serupa sengaja

3) Pembunuhan karena khilaf atau tidak sengaja

4) Penganiayaan sengaja

5) Penganiayaan tidak sengaja

Ta ’zir (hak pemerintah): Ialah mencakup perbuatan-perbutan yang
dilarang oleh agama, tetapi tidak ditentukan hukumannya dalam
nas, seperti penggelapan barang, penyuapan, mengurangi
timbangan, sumpah palsu, saksi palsu, dan riba.

2. Segi niat pelaku yaitu ada dua:

a.

b.

Jarimah sengaja atau dolus: sengaja melakukan, dan tau bahwa itu
dilarang

Jarimah tidak sengaja atau culpoos: tidak sengaja atau perbuatan
tersebut terjadi akibat kekeliruan.

Dalam pasal 304 KUHP disebutkan: Barang siapa dengan sengaja
menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara,
padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan
dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada
orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun
delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus
rupiah
3. Segi cara melakukan jarimah ada dua:

a.

b.

Jarimah positif: pelaku melakukan perbuatan yang dilarang oleh
agama seperti merampok, mencuri, zina, dan lain-lain.

Jarimah negatif: tidak melekukan perbuatan yg diperintahkan
agama, seperiti tidak mengeluarkan zakat, tidak menolong orang
yg tenggelam

4. Segi Korban kejahatan jarimah ada dua:
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a. Jarimah perseorangan: jarimah yg sanksi hukumnya menjaga
perorangan. seperti pembunuhan atau jarimah gishas diyat

b. Jarimah masyarakat: jarimah yg sanksi hukumnya demi menjaga
ketentraman dan keamanan masyarakat

5. Segi cara-caranya yang khusus ada dua:

a. Jarimah biasa.

b. Jarimah politik: jarimah yang biasa dilakukan karena adanya motif
politik, misal melakukan pembunuhan terhadap pejabat Negara.®’

3 http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2 148291-fiqih-jinayah/#ixzz1tsj VHR]2


http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2148291-fiqih-jinayah/
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BAB III

PENYAJIAN DATA KEJAHATAN KEMANUSIAAN DALAM

DESKRIPSI UU NO. 26 TAHUN 2000 TENTANG

PENGADILAN HAM

A. Deskripsi Undang-Undang No. 26 Tahun 2000

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum terdapat dalam ketentuan pasal 1

undang-undang no. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM.

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada
hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan
Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang waijib
dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum,
pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia

Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah
pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang ini

Pengadilan hak asasi manusia yang selanjutnya disebut
pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap
pelanggaran hak asasi manusia yang berat

Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik
sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara
individual

Penyelidikan adalah serangkaian tindak penyelidik untuk
mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang
diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat
guna ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan
ketentuan yang di atur dalam undang-undanng ini.’

' Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, hal. 2-3
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Melalui paparan mengenai ketentuan umum undang-

undang tentang Pengadilan HAM tersebut di atas, dapat dipahami

bahwa pembentukan pengadilan HAM berdasarkan UU Nomor 26

Tahun 2000 dikarenakan pentingnya hak asasi manusia sehingga

harus dilindungi secara hukum agar tidak terjadi pelanggaran

terhadap kejahatan kemanusiaan.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000

tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, didasarkan pada

pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1.

2.

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan “extra
ordinary crimes” dan berdampak secara luas, baik pada tingkat
nasional maupun internasional, dan bukan merupakan tindak
pidana yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, serta menimbulkan kerugian baik materil maupun im
materil yang mengakibatkan tidak aman, baik terhadap
perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu segera
dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk
mencapai kedamaian, ketertiban, ketentraman, keadilan dan
kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Terhadap perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat
diperlukan langkah-langkah penyelidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan yang Dbersifat khusus. Kekhususan dalam
penanganan hak asasi manusia yang berat adalah sebagai
berikut:
a.Diperlukan penyelidikan dengan membentuk tim ad hoc,
penyidik ad hoc, penuntut umum ad hoc, dan hakim ad hoc.
b. Diperlukan penegasan bahwa penyelidikan hanya dilakukan
oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, sedangkan
penyidik tidak berwenang menerima laporan atau
pengaduan sebagaimana di atur dalam Kitab Undang-
Undang Acara Pidana
c. Diperlukan ketentuan mengenai tenggang waktu tertentu
untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan
di pengadilan
d. Diperlukan ketentuan menganai perlindungan korban dan
saksi
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e.Diperlukan ketentuan yang menegaskan tidak ada
kadaluarsa bagi pelanggaran hak asasi manusia yang
berat.?

2. Lingkup Wewenang

Ruang lingkup mengenai tugas dan wewenang

Pengadilan Hak Asasi Manusia di atur dalam bab tiga Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 2000, sebagai berikut:*

1.

Pasal 4: Pengadilan Hak Asasi Manusia bertugas dan
berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran
hak asasi manusia yang berat

Pasal 5: Pengadilan Hak Asasi Manusia berwenang juga
memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi
manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial
wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara
Indonesia.

Pasal 6: Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak berwenang
memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi
manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang

berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan

B. Kejahatan Kemanusiaan

% Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, hal. 22.
® Ibid., hal. 4.
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Kejahatan kemanusiaan merupakan bentuk pelanggaran hak

asasi manusia yang berat. Dalam undang-undang RI nomor 26 tahun 2000

tedapat dua bentuk perbuatan yang di kategorikan sebagai bentuk pelanggaran

hak asasi manusia yang berat, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan

kemanusiaan. Adapun bentuk kejahatan kemanusiaan yang dicantumkan

dalam undang-undang RI nomor 2000, yaitu sebagai berikut:*

a.

b.

Pembunuhan

Pemusnahan

Perbudakan

. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa

. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain

secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan
pokok hukum Internasional

Penyiksaan

. Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa,

pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa

atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara

. Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan

yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis,
budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui
secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum

Internasional

* Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, hal.4-5.
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i. Penghilangan orang secara paksa
j- Kejahatan apartheid

Dewasa ini dengan terus berkembangnya dinamika
hukum dan politik di Indonesia sering terjadi pelanggaran hak asasi
manusia khususnya kejahatan kemanusiaan yang merupakan salah
satu bentuk pelanggaran HAM berat. Angka-angka dan jenis
pelanggaran HAM semakin meningkat baik dari segi kuantitas maupun
kualitas, terdapat tidak kurang 194 kasus pelanggaran HAM terjadi
dari tahun 1995 sampai tahun 1996, 43 kasus terhadap tokoh politi, 33
kasus terhadap mahasiswa, 69 kasus pencekalan, 27 kasus perizinan,
28 kasus terhadap organisasi, 34 kasus terhadap kesenian, dan juga
terdapat pelanggaran-pelanggaran di tahun 1997 dan 1998, yaitu
kerusuhan 14 Mei dan 13 November.® Secara rinci, penulis paparkan
kasus pelanggaran HAM dalam Era Reformasi dalam tabel sebagai

berikut:®

° Eggi Sudjana, Ham, Demokrasi dan Lingkungan Hidup, (Jabar: Yayasan As-Syahidah,
1998), hal.3.
® Ibid., hal. 3-5.
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Kasus Pelanggaran HAM Dalam Era Reformasi

1. Konflik Vertikal:

No Waktu Peristiwa Tempat Jumlah Korban
1 13 Nov 1998 | Semanggi Jakarta 448 orang terdiri dari:
14 orang meniggal,
195 orang luka-luka
berat, 239 orang luka-
luka
2 | 21 Nov 1998 | Tuntutan Bengkulu | 25 Mahasiswa luka-
penurunan luka, 11 personil PHH
bendera Brimob luka-luka dan
setengah sejumlah Dalmas luka-
tiang oleh luka
mahasiswa
di DPRD
Sumber: Data CIDES 1998
Tabel Il
2. Konflik Horizontal
No Waktu Peristiwa Tempat Jumlah Korban
1 Jan-Okt Pembunuhan | Banyuwangi | Banyuwangi= 94
1998 berkedok dan telah | orang terdiri dari: 84
dukun santet | menyebar | orang meninggal
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dan orang ke daerah | dunia, 3 orang luka
yang diduga lainnya berat, dan 7 orang
ninja luka ringan
2 22 Nov Kerusuhan Jakarta 13 orang tewas, dan
1998 Ketapang 12 gereja rusak
3 24 Nov Kerusuhan Sumatera | 2 orang luka-luka, 23
1998 PT. Utara rumah karyawan
Indorayon dibakar, 13 truk
Utama, dibakar, 6 truk dirusak
Porsea
4 25 Nov Kerusuhan Sulawesi 11 Kantor Pemda,
1998 Pinrang Selatan 1Kantor Golkar, dan 1
Kantor PU
5 | 2 Des 1998 | Kerusuhan Jawa Barat | Korban dapat
Ciamis dihindarkan

Sumber: Data CIDES 1998

Di samping itu, masih terdapat berbagai macam bentuk

pelanggaran hak asasi manusia khusunya kejahatan kemanusiaan

yang merupakan pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh

seseorang atau kelompok baik di kancah Internasional maupun

Nasional. Dari data-data yang penulis kumpulkan, dapat penulis

paparakan sebagai berikut:

1. Akhir-akhir ini di kancah internasional seluruh bangsa khususnya

bangsa Indonesia sebagai mayoritas bangsa beragama Islam

dikejutkan oleh prilaku beberapa mariner Amerika Serikat yang
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secara sengaja mengencingi tiga jenazah milisi Taliban, dan

perbutan tersebut mendapat kecaman dari berbagai pihak.”

2. Pada bulan Maret 2012, pendemo kenaikan harga bahan bakar

minyak yang dipukuli oleh aparat kepolisan dengan tanpa sebab.®

3. Peristiwa kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh orang tidak

dikenal yang terjadi pada Senin, 1 Agustus 2011 di Nafri, Distrik
Abepura, telah terjadi penyergapan, penembakan dan
pembacokan yang menyebabkan
empat orang yang tidak bersalah menjadi korban tewas yang
diantaranya: tiga warga sipil bernama Wisman, Titin, Sardi dan
seorang prajurit TNI Yonif 756/WMS Pratu Dominikus Daton Keraf.

Dan delapan warga sipil lainnya mengalami luka-luka.®

4. Pada 16 Agustus 2011, seorang mahasiswa STAIN semester 5

yang bernama Indra Wahyunidipanah di bagian punggung kanan
hingga tembus pinggang sebelah kiri. Peristiwa ini terjadi pada saat
Indra mau melaksanakan Sholat Subuh di salah satu Masjid di
Tanah Hitam,

Abepura.™

" Samuel Febrianto, “Tentara AS Kencingi Jenazah Milisi Taliban” dalam
http://www.tribunnews.com/2012/01/13/tentara-as-kencingi-jenazah-milisi-taliban

8 Satwika Movewanti, “Kisah Empat Pendemo Babak Belur,” dalam
http://www.tempo.co/read/news (27 Maret 2012)

® Socratez Sofyan Yoman, “Kekerasan Dan Kejahatan Kemanusiaan Di Tanah Papua
Murni Direkayasa, Bukan Dari Tpn/Opm” dalam http://www.indonesiamedia.com

1% 1bid


http://www.tempo.co/read/news%20%20(27
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C. Ketentuan Pidana Kejahatan Kemanusiaan
Pembentukan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, didasarkan pada
pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:"’

1. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan “extra
ordinary crimes” dan berdampak secara luas, baik pada tingkat
nasional maupun internasional, dan bukan merupakan tindak
pidana yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
serta menimbulkan kerugian baik materil maupun im materil yang
mengakibatkan tidak aman, baik terhadap perseorangan maupun
masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan
supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, Kketertiban,
ketentraman, keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat
Indonesia.

2. Terhadap perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat
diperlukan langkah-langkah penyelidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan yang bersifat khusus. Kekhususan dalam

penanganan hak asasi manusia yang berat adalah sebagai berikut:

" Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, hal. 22.
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a. Diperlukan penyelidikan dengan membentuk tim ad hoc,
penyidik ad hoc, penuntut umum ad hoc, dan hakim ad hoc.

b. Diperlukan penegasan bahwa penyelidikan hanya dilakukan
oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, sedangkan penyidik
tidak berwenang menerima laporan atau pengaduan
sebagaimana di atur dalam Kitab Undang-Undang Acara
Pidana

c. Diperlukan ketentuan mengenai tenggang waktu tertentu untuk
melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di
pengadilan

d. Diperlukan ketentuan menganai perlindungan korban dan saksi

e. Diperlukan ketentuan yang menegaskan tidak ada kadaluarsa
bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Ketentuan pidana terhadap pelanggaran Hak Asasi
Manusia yang berat sebagaimana terdapat dalam 8 dan 9, di atur di
dalam bab VII Undang-Undang Rl Nomor 26 Tahun 2000 Tentang
Pengadilan HAM, yaitu dalam pasal 36, 37, 38, 39, 40, dan 41,
sebagai berikut:'?
1. Pasal 36: Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 8 huruf a, b, ¢, d, atau e dipidana dengan
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara

paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun

"2 Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM., hal. 16-17.
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2. Pasal 37: Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidanan dengan
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara
paling lama 25 tahun dan paling singkat 10 tahun

3. Pasal 38: Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 9 huruf c, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 15 tahun dan paling sedikit 5 tahun

4. Pasal 39: Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana
yang dimaksud dalam pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 5 tahun

5. Pasal 40: Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 9 huruf g, h, atau i dipidana dengan pidana
paling lama 20 tahun dan paling sedikit 10 tahun

6. Pasal 41: Percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk
melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8
atau 9 dipidana dengan pidana yang sama dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, pasal 37, pasal 38, pasal
39, dan pasal 40.

Di samping itu, terdapat ketentuan pidana terhadap
pelanggaran hak asasi manusia yang ditujukan terhadap pimpinan

atau atasan, yaitu di atur dalam pasal 42, sebagai berikut:"

'3 Ibid., hal. 17-18.
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1. Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak
sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap
tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi pengadilan HAM,
yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan
pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan
pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut
merupakan akibat dan tidak dilakukan pengendalian pasukan
secara patut, yaitu:

a. Komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau
atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa
pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan
pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan

b. Komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan
tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup
kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan
tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang
berwenag untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan
penuntutan.

2. Sesorang atasan, baik polisi  maupun sipil lainnya
bertanggungjawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi
manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada

di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena
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atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap

bawahannya secara patut dan benar, yakni:

a. Atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan
informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan
sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak
asasi manusia yang berat, dan

b. Atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan
diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk
mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau
menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang
untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan

3. Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 diancam
dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal

36, pasal 37, pasal 38, pasal 39, dan pasal 40.
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BAB IV

ANALISIS FIKIH JINAYAH TERHADAP KEJAHATAN
KEMANUSIAAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 26 TAHUN

2000 TENTANG PENGADILAN HAM

Pelanggaran hak asasi manusia memang sering dilakukan oleh
masyarakat baik dengan sengaja maupun tidak disengaja dan pelanggaran hah
asasi manusia itu juga dapat merugikan pihak lain baik perseorangan maupun
kelompok. Oleh karena itu untuk mewujudkan kedamaian, ketentraman, keadilan
dan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya masyarakat Indonesia diperlukan

perlindungan hukum yang menangani hak asasi manusia.

Berdasarkan data-data yang telah penulis paparkan sebelumnya di
bab tiga, dapat diketahui bahwa tindak kejahatan kemanusia sering terjadi dengan
berbagai bentuk kejahatan dan dapat dilakukan oleh berbagai pihak, baik
masyarakat sipil maupun aparat pemerintahan. Dengan demikian, apabila berbagai
bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia tidak ditindak secara hukum dan
tidak diberikan sanksi pidana yang jelas dan adil maka ketentraman, kedamaian,
dan kesejahteraan masyarakat tidak bisa timbul dan juga tidak bisa di rasakan

oleh masyarakat khususnya masyarakat Indonesia.

Pakar hukum Internasional kenamaan Prof. M. Cherif Bassiouni
mengatakan bahwa kejahatan-kejahatan Internasional seperti agresi, genosida,

kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, pembajakan, perbudakan, dan
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penyiksaan memiliki status sebagai kejahatan jus cogens yang menimbulkan
kewajiban erga omnes bagi setiap negara. Sebagai kejahatan yang memiliki status
jus cogens, berarti menimbulkan pula kewajiban untuk mengadili atau
mengekstradisi, tidak berlakunya statuta batasan untuk kejahatan demikian dan
berlakunya yurisdiksi universal terhadap kejahatan tersebut dimanapun terjadinya,

oleh siapapun, apapun kategori korban dan tanpa memandang konteks terjadinya.'

Frederick Julius Stahl mengemukakan bahwa suatu negara hukum

formal harus memenuhi empat unsur penting, yaitu sebagai berikut:*

1. Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia
2. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan
3. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-
undagan yang berlaku
4. Adanya peradilan Tata usaha Negara
5. Adanya ketegasan dari pihak pemerintah dalam menangani masalah kejahatan
kemanusiaan
6. Adanya kesadaran dari manusia itu sendiri
Perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah merupakan unsur
pertama bagi suatu negara hukum. Hal ini sesuai pula dengan tujuan reformasi

Indonesia, yaitu “mewujudkan suatu Indonesia baru, yaitu Indonesia yang lebih

" Ifdhal Kasim, Kriminalisasi Terhadap Hak Asasi Manusia, Makalah disajikan dalam Seminar
Kejahatan Serius Terhadap Hak Asasi Manusia, Elsam Pusham UIl, Yogyakarta, 27-28 Maret,
2006, hal. 11.

? Rozali Abdullah dan Syamsir, Perkembangan Hak Asasi Manusia dan Keberadaan Peradilan
Hak Asasi Manusia di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 37.
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demokratis, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menegakkan supremasi

hukum.”

Oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya berbagai bentuk
kejahatan manusia yang merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia
diperlukan perlindungan hukum dan kesadaran akan urgensi hak asasi manusia
serta sanksi pidana yang dapat menjerakan pelaku pelanggaran HAM sehingga
dengan demikian HAM dapat dijunjung tinggi, dihargai, dan kedamaian akan

terbentuk di antara masyarakat.

Berdasarkan data mengenai tindak pidana terhadap pelaku kejahatan
kemanusiaan yang telah peneliti paparkan sebelumnya di bab tiga dalam
penelitian ini, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan mengenai tindak pidana
yang diberikan kepada pelaku-pelaku kejahatan kemanusiaan, dan tergantung
bentuk kejahatan kemanusiaan yang dilakukan. Di samping itu, dapat diketahui
bahawa tindak pidana kejahatan kemanusiaan hanya dapat diberikan kepada
pelaku di atas umur 18 tahun, dan pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa
dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat yang dilakukan
oleh sesorang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan kemanusiaan
di lakukan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tindak pidana yang diberikan
oleh pengadilan ham kepada pelaku tindak kejahatan kemanusiaan terdapat
diskrimatif, yaitu di antara pelaku di atas umur 18 tahun dan pelaku di bawah

umur 18 tahun.

3 Ibid,. hal. 48



55

jiwa dan raga manusia merupakan pemberian Allah yang perlu
dilindungi dan dihormati dalam melaksanakan hidup dan kehidupan di dunia ini,
sehingga dengan demikian apabila seluruh jiwa raga manusia dijaga dan dihormati
satu sama lain maka tidak akan terjadi kerusakan di dunia ini.Sebagaimana telah
penulis paparakan sebelumnya di bab dua dalam penelitian ini, bahwa dalam
hukum pidana Islam (fikih jinayah) terdapat tiga macam bentuk sanksi pidana
yang diberikan kepada seseorang yang melakuka kejahatan kemanusiaan atau
perbutan-perbuatan yang dikategorikan sebagai bentuk jinayah atau jarimah,

ketiga bentuk sanksi pidana tersebut yaitu: 1) Hudud, 2) Qishas, dan 3) Ta zir.

Berikut ini penulis akan memaparkan klasifikasi bentuk-bentuk
kejahatan kemanusiaan yang sering terjadi dikalangan masyarakat sesuai dengan
tinjauan hukum pidana Islam dan sanski pidananya, begitu juga bentuk kejahatan

kemanusiaan yang tercantum dalam undang-undang, yaitu sebagai berikut:

1. Pembunuhan
Pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan
kemanusian dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang
terkadang dilakukan oleh seseorang atau kelompok baik di sengaja maupun
tidak disengaja. Wahbah mendefiniskan bahwa pembunuhan yaitu perbuatan
melenyapkan nyawa seseorang atau perbuatan seseorang hamba yang dapat
menghilangkan kehidupan.* Secara garis besar, pembunuhan dapat

diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu sebagai berikut:’

4 Wahbah Zuhaili, Al-Fikih Al-Islami Wa Adillatuh, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1989), Juz. 6, hal. 217.
* Imam Tagqiyuddin, Kifayah al-Akhyar, (Indonesia: Maktabah Dar Thya’ al-Kutub), hal. 155-159.
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a. Pembunuhan dengan sengaja (qat! ‘amd mahd)
Seorang mukalaf secara sengaja dan terencana membunuh jiwa
yang terlindungi darahnya, dengan cara dan alat yang biasanya dapat

membunuh.

Pembunuhan yang dilakukan secara sengaja (al-qat! al-‘amd)
dan sebagai suatu bentuk permusuhan, merupakan tindak pidana yang
paling berat dalam hukum pidana Islam dan termasuk dalam kategori
dosa besar. Tindak pidana pembunuhan ini diancam dengan sanksi
duniawi dan sanksi ukhrawi, yaitu dengan gishas dan kekal di neraka

jahannam.®

Dewasa ini, pembunuhan dengan bentuk sengaja mempunyai
beragam macam bentuk yang terdapat dalam realita kehidupan ini, di
antarannya: Membunuh dengan senjata tajam dan senjata api, membunuh
dengan menggunakan sihir atau santet, membunuh dengan memukul

korban hingga meninggal, dan lain sebagainya.

Dalam hukum pidana Islam, sanksi pidana terhadap pelaku
kejahatan kemanusiaan yang berupa pembunuhan dengan sengaja yaitu
dengan hukum mati yang dilakukan oleh wu/il amri (pemerintah), akan

tetapi apabila pelaku pembunuhan memperoleh dispensasi dari kelurga

¢ Zuhaili, Al-Fikih Al-Islami., hal. 217.
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korban dengan membayar diyat atau memperoleh ma’af maka hukum

gishas tidak dilaksanakan.”

Dari urian tersebut di atas dapat dipahami bahwa seluruh bentuk
kejahatan kemanusian yang berupa pembunuhan dengan sengaja
dikenakan sanksi pidana gishas yang dilakukan oleh pemerintah, dan
pidana gishas tidak dilaksanakan apabila pelaku pembunuhan

memperoleh ma’af dari keluarga korban.

b. Pembunuhan dengan tidak sengaja (gat! khata’ mahd)
Pembunuhan tidak disengaja yaitu pembunuhan yang terjadi
dengan tidak adanya keinginan untuk melakukan dan tidak terencana
seperti melemparkan sesuatu benda kemudian terkena seseorang dan

menyebabkan meninggal.

Sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan yang tidak dengan
sengaja maka ia hanya diwajibkan membayar diyat dan tidak dikenakan

hukum gishas.

c. Pembunuhan mirip dengan sengaja (qat! ‘amd khata’)
Pembunuhan mirip dengan sengaja yaitu pembunuhan yang
dilakukan dengan adanya niat dan rencana dengan menggunakan alat

yang menurut kebiasaanya tidak menyebabkan hilangnya nyawa.

7 Abdurrahman Al-Jazairi, Al-Figh ‘Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah, (Beirut: Dar Kutub Al-Iimiyah,
2006), hal. 1107.
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2. Selain tindak pidana terhadap kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan
tersebut di atas, terdapat beberapa bentuk kejahatan kemanusiaan yang sering
dilakukan manusia dan sansi pidananya yang berupa had dalam hukum
pidana Islam yaitu sebagai berikut:

a. Zina: Sanksi pidananya yaitu dengan di rajam apabila pelakunya tergolong
zina muhshon, dan cambuk sebanyak seratus kali dan di asingkan dari
tanah kelahirannya.

Hukuman rajam bagi lelaki yang salah hendaklah dijalankan hukuman itu
dalam keadaan berdiri tanpa diikat dan tidak ditanam, sambil berdiri
tanpa diikat dan tidak ditanam, adanya laporan saksi atau dengan iqrar
(pengakuan), kerana Rasulullah saw tidak menanam Ma’iz bin Malik, dan
dua orang Yahudi ketika dijalakan hukuman rajam ke atas mereka itu.
Pezina-pezina perempuan yang dijatuhkan hukuman rajam hendaklah
ditanam sebagian badannya, jika kesalahan itu disabitkan dengan saksi.
Cara menjalankan hukuman rajam ke atas Pezina-pezina perempuan
sebagaimana tersebut adalah merujuk hadis Rasulullah saw yang
diriwayatkan daripada Abi Bakrah daripada Bapanya katanya:-
Bahawasanya Nabi saw telah merejam seorang perempuan, lalu digalikan
lubang hingga ke paras susu perempuan itu untuk merejamnya. — Riwayat
Abu Daud.

Pezina-pezina perempuan yang dijatuhkan hukuman rajam yang

disabitkan kesalahan dengan iqrar (pengakuan perempuan itu) tidak perlu
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ditanam ketika dijalankan hukuman rejam, tetapi hendaklah diikat

pakaian perempuan itu supaya tidak terbuka auratnya.

b. Pencuri: Sebelum hukuman pencurian di laksanakan oleh hakum, maka
terlebih dahulu orang yang mencuri di suruh ikrar dan juga harus ada
saksi yang adil minimal dua orang Sumpah yang mardud iaitu sumpah

pencuri itu dikembalikan kepada orang yang mendakwa, jika orang
yang didakwa tadi tidak mengaku, dimana mengikut keterangan
orang yang mendakwa bahawa orang yang didakwa itu memang

sebenarnya adalah mencuri, maka sanksi pidananya dengan potong
tangan, yaitu apabila mencuri untuk pertama kalinya dipotong tangan
yang kanan, untuk kedua kalinya dipotong kaki kirinya, ketiga kalinya
dipotong tangan kirinya, dan untuk keempat kalinya dipotong kaki
kanannya.

Mengikut peruntukkan hukum syarak yang dikuatkuasakan dalam Qanun
jenayah syar’iyyah, orang yang boleh didakwa dibawah kesalahan kes
sariqah (mencuri) dan wajib dikenakan hukuman hudud ialah orang yang
berakal sehat, orang yang sudah baligh, mencuri dengan kemauan sendiri
tanpa ada yang meyuruh. Orang yang dipaksa mencuri dengan cara

kekerasan, misalnya orang yang diancam dan diugut akan dibunuh
jika tidak mahu mencuri, maka dosanya orang yang mencuri karena

di paksa itu akan di maafkan oleh Allah SAW.
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3. Selain tindak kejahatan pembunuhan, zina dan pencurian tersebut di atas,

dalam undang-undang RI nomor 26 tahun 2000 disebutkan ada sepuluh

tindakan yang merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan, yaitu:

a.

b.

Pembunuhan

Pemusnahan

Perbudakan

Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa

Perampasan kemerdekaan

Penyiksaan

Perkosaan, perbudakan seksual, palacuran secara paksa, pemaksaan
kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk
kekerasan seksual lain yang setara

Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu

Penghilangan orang secara paksa

Kejahatan apartheid

Berdasarkan undang-undang nomor 26 tahun 2000, ketentuan pidana

bagi seseorang yang melakukan kejahatan kemanusiaan berupa pembunuhan,

pemusnahan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan

kemerdekaan dan kejahatan apertheid maka dipidana mati atau penjara seumur

hidup atau pidana penjara paling lama 25 tahun dan paling sedikit 10 tahun.

Adapun seseorang yang melakukan tindak pidana perbudakan dan penyiksaan

dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling sedikit 5 tahun.

Sedangakan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatan
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kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam poin g, h atau i di pidana dengan
pidana penjara paling lama 20 tahun dan paling sedikit 10 tahun.

Berdasarkan ketentuan pidana kejahatan kemanusiaan sebagaimana
disebutkan dalam undang-undang nomor 26 tahun 2000 tersebut di atas, dapat
dipahami bahwa ketentuan pidana tersebut berbeda dengan ketentuan pidana
dalam hukum pidana Islam sebagaimana telah penulis paparkan sebelumnya
dalam bab ini.

Dari uraian tersebut di atas mengenai kejahatan kemanusiaan dan
sanksi pidananya dalam undang-undang khususnya dalam hukum Pidana Islam,
dapat dipahami bahwa dalam menentukan sanksi pidana kejahatan kemanusian
yang merupakan salah satu pelanggaran HAM berat setidaknya harus merujuk
pada sumber yang hakiki dan manusiawi sehingga dapat memberikan efek
positif kepada pelaku kejahatan kemanusian dan dapat meminimalisir bentuk-

bentuk kejahatan kemanusiaan.
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BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan pembahasan baik secara teoritis

maupun secara analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil

beberap kesimpulan sebagai berikut:

L.

Kejahatan kemanusiaan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi
manusia yang berat yang ditetapkan dalam pasal 9 Undang-Undang RI
Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Ada sepuluh bentuk
pelanggaran HAM yang diketegorikan sebagai kejahatan kemanusiaan,
yaitu: 1) Pembunuhan, 2) Pemusnahan, 3) Perbudakan, 4) Pengusiran, 5)
Perampasan kemerdekaan, 6) Penyiksaan, 7) Perkosaan, perbudakan
seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, dan pemandulan,
8) Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan
yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, agama,
budaya, dan jenis kelamin, 9) Penghilangan orang secara paksa, 10)
Kejahatan apartheid.

Adapun sanksi pidananya, kejahatan kemanusiaan mulai dari nomor 1, 2,
4, 5, dan 10 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur
hidup atau pidana penjara paling lama 25 tahun dan paling singkat 10

tahun. Kejahatan kemanusiaan pada nomor 3 dipidana dengan pidana



penjara paling lama 15 tahun dan paling sedikit 5 tahun. Kejahatan pada
nomor 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan
paling singkat 5 tahun. Sedangkan kejahatan pada nomor 7, 8, dan 9
dipidana dengan pidana paling lama 20 tahun dan paling sedikit 10
tahun.

2. Terdapat tiga bentuk sanksi pidana dalam hukum pidana Islam, yaitu
hudud, qishas, dan ta’zir. Apabila bentuk kejahatan kemanusiaan yang
dilakukan oleh seseorang berupa pembunuhan maka sanksi pidana yang
diberikan kepada pelaku yaitu hukum gishas atau hukum yang serupa
dengan perbuatannya yang dilakukan oleh wulil amri (pemerintah).
Sedangkan kejahatan kemanusiaan selain pembunuhan, sanksi pidananya
berupa had seperti rajam pada pelaku zina muhshon, potong tangan pada
pelaku pencurian sesuai dengan ketentuan nash. Adapun sanksi pidana
ta’zir diberikan kepada pelaku yang melakukan perbuatan-perbuatan
yang dilarang oleh agama dan hukumannya tidak ditentukan dalam nash

seperti penggelapan barang, korupsi, penyuapan, dan lain sebagainya.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut di atas, ada
beberapa saran yang menurut hemat peneliti perlu dicantumkan dalam
penelitian ini, sebagai berikut:
1. Mengingat setelah ditetapkannya Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun

2000 Tentang Pengadilan HAM, kasus-kasus pelanggaran HAM



khususnya kejahatan kemanusiaan masih sering terjadi dikalangan
masyarakat khususnya di Indonesia, Komnas HAM hendaknya
menindak tegas terhadap pelaku-pelaku kejahatan kemanusiaan dan
memberikan sanksi yang dapat menimbulkan efek jera sehingga dengan
demikian kejahatan kemanusiaan dapat diminimalisir.

Sanksi-sanksi pidana yang terdapat dalam hukum pidana Islam dapat
dijadikan sebagai bahan acuan atau referensi dalam menetapkan sanksi
pidana kejahatan kemanusiaan oleh pengadilan HAM karna hak asasi
manusia merupakan anugrah Tuhan yang harus dijunjung tinggi dan

dilindungi secara hukum.
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